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- &

BUP ’II GARUT,

bahwa berdasarkan ketentuan ! Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61. Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerntahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, Pemeriﬁh Daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Garut Nomwor 384 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut;

bahwa sehubungan ada beberapa materi yang diatur dalam
Peraturan Bu t1 Garut sebaganna.na "dimaksud dalam
huruf a perlu dllakukan penyesuaian, maka Peraturan Bupati
Garut Nomor 384 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis - Akru di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gamt, perlu ditinjau kembali dan dilakukan

penyesuaian,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a /dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang | Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 384 Tarmn 2014 tentang Xebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut; '

Undang-Unda.ngl Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dierah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950} sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);




Undang-Undang Npmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286}, ' .

Undang-Undang | Nomor 1 Tahun 2004 tentang -
Perbendaharaan | Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan da Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan baran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400); ’

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antafa Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lernbardn Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); | i

Undang-Undang| Nomor 23 , Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan: Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 te g Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan mbaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679); '!

Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik i Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 T n 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia T alun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Repub;ﬂ Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan | (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005{ Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah , (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5155) ‘
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Peraturan Pemerm'tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 22005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik1 dlones-ua Nomor 4578),

Peraturan Peme: ntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinsian dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiﬁ Nomor 4593); |

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
dan Kinerja Instansi Pemerintah
ard Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4614); i

Peraturan Pemerintah Nomor ‘7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republikindonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemérintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2:iTahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomain Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, 'terakhir dengan Peraturan
Menteri Negerti- Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tdhun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan D erah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Neéeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Ne'gen Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada |Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahuin 2013 Nomor 1425);

Pelaporan Keu




20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudu Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1)
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sebagaimana tekh beberapa kalidiubah, terakhir Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimjnhan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2007 Nomor 16);

21, Petaturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerahl (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2005 Nomor 17);

22. Peraturan Daergh Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten t (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 34);

23, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembdtukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulang; Bencana Daerah  Kabupaten Garut
(Lembaran Daerih Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

24, Peraturan Daerph Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urus : Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut
{(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6};

25. Peraturan Dae Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembéentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 No*nor 9);

26. Peraturan Buppti Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan ISusunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten t (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27); ;|

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN |BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 384 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GARUT. | |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 384 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis rual di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 56), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 384 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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2. Ketentuan Bab II Lampiran Peratuiran Bupati Garut Nomor 384 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut diubah,|sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran Peratutan Bupati ini. 1

|
3. Ketentuan Bab Il Lampiran Peratran Bupati Garut Nomor 384 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Be&basis Akrual di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. ‘

| |
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 dlSlSlﬁkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5a, sehingga
berbunyi sebagai berikut: __ !|

é
I
I

Pasal 5a

Penerapan kebijakan akuntansi berbasm akrual d1 lingkungan Pemerintah
Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Daerah mulaj tahun angga.ran 2016.

:sal i |
Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setiap orang mengetahumya_ memerintahkan i_;:w—:ngundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kiabupaten Garut.

i

'l |
Ditetapkan di Garut
pa.(lla tanggal 27-2-2017

BUPATI GARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 27 -2-2017 _ .

I Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, Sesual dongan astinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Garut
|

ttd

IMAN ALIRAHMAN 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN G ARUT D, HL LUKWAN HAKM, SH. 881
TAHUN 2017 NOMOR 22 : N, 1974071419503 1 006

]
P

|




3. Ketentuan Bab 1l Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 384 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut diub#, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupatiini.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disis an 1 (satu} Pasal, yakni Pasal 5a, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal Sa

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah
Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan laporan
keuangan Pemerintahh Daerah mulaj tahun anggaran 2016.

P. sal IT
Peraturan Bupati Garut ini mulai berla pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,;' memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

- Ditetapkan di Garut
pada tanggal

BUPATI GARUT,

.-

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN G

RUT,

. £
IMAN AKIRAHMAN

LEMBARAN DAE KABUPATER G
TAHUN NOMOR




€. Aset tetap yang me
penyusutan,

f. Aset tidak berwujud,
dikurangi akumulasi amortisasi;

g Utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga
akibat adanya wtang jangka pendek vang sudah jatuh tempo;

h. Pendapatan diterima |dimuka, perlu disajikan kembali karena pada
periode sebelumnya belum disajikan;

i, Ekuitas, perlu disajikhn kembali karena kehijakan yang digunakan
dalam pengkiasifi kasian ekuitas berbeda.

pilkkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi

rlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah

TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

496.Tahapan yang perlu dilakjkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
penyajian kembali Neraca & : _

a. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun
terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban
penyisihan  piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban
penyusutan dan ymulasi penyusutan; beban amortisasi dan
akumulasi amortisasi; dst

b. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan
kebijakannya, dengan c¢ara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu .
basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan
akuntansi berbasis 1 '

BUPATI GARUT,

/—’:’T‘
' RUDY GUNAWAN

104




